
BUPATI KERINCI 

PRO VINSI JAMBI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 

NOMOR 11 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan ash i daerah 
Kabupaten Kerinci untuk menunjang pelaksanaan 
pembangunan yang berkelanjutan, khususnya terhadap 
pendapatan daerah yang bersumber dan i pajak Hotel dan 
Restoran, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah 
Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah; 

Mengingat  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan 
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak 
Daerah dan. Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/ PMK.07/2010 
tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Retribusi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 21); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI 

dan 

BUPATI KERINCI 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENATNG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 21 
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kapupaten Kerinci Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 

2011 Nomor 21), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah: 

a. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kapupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 6), 
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b$ Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kapupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 10) 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 10 

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. 

(2) Pelayanan yang diberikan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang 
dikonsumsikan oleh pembeli, baik di tempat pelayanan maupun di tempat 
lain. 

(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya 

tidak melebihi Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)/bulan. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. 

maaonai-ma.sem ,  

SEKDA 
7-1,144,0116,77 

Ditetapkan di Sungai Penuh 

pada tanggal 3o st3pT 2019 

BUPATI KERINCI, 

ADI OZAL 

Diundangkan di Sungai Penuh 

pada tanggal zo sepTemgeE 2019 

Pj. SEKRETARIS DAEARAH KABUPATEN KERINCI 

GASDINUL GAZAM 
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